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The issues that will be examined are: 1) How is the effort and role of the police in handling the Law 
Policy Against Violation of Traffic by Children In East Java Police Region? 2) What are the weaknesses 
of Legal Policy Against Child Traffic Violation In East Java Police Region? 3) How is the solution of the 
weakness of the Legal Policy to Child Traffic Violation In East Java Regional Police Region? 
The results concluded that: 1). The result of further investigation The results concluded that: 1). 
Factors affecting traffic violations committed by minors are as follows: a. Family Factor: The child's 
traffic violation can not be separated from the support of parents / family. b. Educational and school 
factors: schools have a very important role. c. Factors of association or the environment of the child: 
the association and the environment have a great influence on the child. 2) The weaknesses faced by 
the relevant police in law enforcement efforts against traffic violations is the lack of awareness of the 
community about the importance of law abiding traffic, lack of police capability and inadequate 
support unit. 3) Solutions and roles undertaken by the police in dealing with traffic violations 
committed by minors, namely: a. Initial efforts taken by the police to cope with traffic violations 
committed by school children, by way of socialization counseling orderly traffic in schools. b.Upaya 
repressive, this effort is taken by police officers to take immediate action of underage child who 
commits a traffic violation and useful to give the effect of jerah to child under age which do violation. 
Keywords: Legal Policy, Violation, Traffic  
ABSTRAK 
Permasalahan yang akan diteliti adalah: 1) Bagaimana upaya dan peran aparat kepolisian dalam 
menanggulangi Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa 
Timur? 2)Apa kelemahan-kelemahan Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di 
Wilayah Polda Jawa Timur? 3)Bagaimanakah solusi kelemahan dari Kebijakan Hukum Terhadap 
Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur? 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas 
yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut: a. Faktor keluarga: anak melakukan 
pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga. b.Faktor pendidikan 
dan sekolah: sekolah memiliki peran yang sangat penting. c. Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak: 
pergaulan dan lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak. 2) Kelemahan-
kelemahan yang di hadapi oleh kepolisian terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap 
pelanggaran lalu lintas yaitu lemahnya kesadaran masyarakatan akan pentingnya taat hukum berlalu 
lintas, kurangnya kemampuan kepolisian serta unit bidang pendukung yang tidak memadai. 3)Solusi 
dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu : a. Upaya awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk 
menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, dengan cara 
sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah. b.Upaya represif, upaya ini diambil oleh 
aparat kepolisian untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu 
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lintas dan berguna untuk memberi efek jerah terhadap anak dibawah umur yang melakukan 
pelanggaran. 
Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Pelanggaran, Lalu Lintas  
 
PENDAHULUAN 
Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Mereka 
selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat 
terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut 
merupakan kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot 
kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih 
menyenangkan.Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga 
membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan 
kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas. Negara berkembang seperti indonesia, kesadaran 
tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yan dilakukan pengguna jalan 
terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah 
dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. 
Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota 
besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan 
bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan 
kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah 
kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan yang mengakibatkan 
berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.Kecelakaan lalu lintas masih 
menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah 
mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah 
kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian.1 
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur 
segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa 
pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki 
surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, 
pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) 
yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.2 
Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam 
masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan 
kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, 
sehingga dapat menganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat 
transportasi. 
Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang 
lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu 
lintas yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia 
untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik 
yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, 
                                                 
1 http//:id.Wikipedia.org/wiki/KecelakaanLaluLintas, diakses pada tanggal 29 November 2017 pukul 22.15 
2 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha 
sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan 
diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta 
bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun 
kemerosotan materi.Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu 
kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang 
dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional 
berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan 
pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai 
jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batasbatas yang wajar, namun 
mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerakan kendaraan berhenti 
sama sekali atau mandeg. 
Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (politie 
toezicht) dan sebagai penindak (politie dwang) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga 
melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor 
tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal 
perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).3 
Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila 
mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam 
kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu. Di dalam menghadapi konflik, maka 
seseorang biasanya melakukan apa yang disebut displacement yang berwujud sebagai pengalihan 
sasaran perilaku agresif. Kekhawatiran timbul sebagai akibat dari perasaan akan adanya bahaya dari 
luar, yang kadang-kadang hanya merupakan anggapan saja dari yang bersangkutan. Tidak jarang 
manusia mempergunakan mekanisme pertahanannya untuk mengatasi rasa khawatirnya itu, seperti 
misalnya acting out yakni individu yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan impulsif. Perilaku 
semacam ini dapat terjadi pada pengemudi, yang kemudian mengendarai kendaraannya secara liar. 
Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan 
peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Cara yang lazim disebutkan periodic 
reinforcement (penguatanperiodik) atau partial reinforcement (penguatan sebagian). Cara ini 
diterapkan apabila terhadap perilaku tertentu, tidak selalu diberi imbalan atau dijatuhi hukuman. 
Kalau seorang pengemudi sudah terbiasakan menjalani rute jalan raya tertentu, maka ada 
kecenderungan untuk melebihi kecepatan maksimal. Hal itu disebabkan oleh karena pengemudi 
menganggap dirinya telah mengenal bagian dari jalan raya tersebut dengan baik. Kalau pada tempat-
tempat tertentu dari jalan tersebut ditempatkan petugas patroli jalan raya, maka dia tidak mempunyai 
kesempatan untuk melanggar batas maksimal kecepatan. Akan tetapi apabila penempatan petugas 
dilakukan secara tetap, maka pengemudi mengetahui kapan dia harus mematuhi peraturan dan 
bilamana dia dapat melanggar ketentuanketentuan tersebut. Dengan menerapkan cara periodic 
reinforcement, maka ingin ditimbulkan kesan pada pengemudi bahwa di mana-mana ada petugas, 
sehingga dia akan lebih berhati-hati di dalam mengemudikan kendaraannya, kalaupun petugas 
kadang-kadang ditempatkan di jalan raya tersebut ada kesan bahwa petugas itu selalu ada di situ. Cara 
ini bertujuan untuk menghasilkan pengemudi yang berperilaku baik. Cara kedua biasanya disebut 
                                                 
3 Soerjono Soekanto, 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
hal. 58 
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conspicuous enforcement, yang biasanya bertujuan untuk mencegah pengemudi mengendarai 
kendaraan secara membahayakan. Dengan cara ini dimaksudkan sebagai cara untuk menempatkan 
mobil polisi atau sarana lainnya secara menyolok, sehingga pengemudi melihatnya dengan sejelas 
mungkin. Hal ini biasanya akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar peraturan. “Cara ini 
bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan sudah tentu, bahwa kedua cara tersebut 
memerlukan fasilitas yang cukup dan tenaga manusia yang mampu serta terampil. 
Di jaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas 
tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas 
masih rendah terlihat dari data Kepolisian bahwa masih tingginya jumlah pelajar SMP dan SMA yang 
melanggar lalu lintas sepanjang tahun. 
Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita 
dapati begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak 
terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal. Tapi juga membolehkan membawa kendaraan sekolah, 
padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa 
kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). 
Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi 
yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus 
dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Tindak nyata 
lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan melalui media siswa sekolah pelanggar lalu lintas 
terbanyak. 
Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana 
yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, di muat dalam kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu juga kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak 
telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, beserta dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak. 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, tidak dapat dipisahkan dari Konvensi 
Mengenai Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena tujuan dari Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah dalam rangka untuk menghormati, melindungi dan memenuhi 
hak-hak anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak konflik dengan hukum. 
Achmad Ali menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam 
suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia 
sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri 
maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, 
serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam 
kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas 
tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.Setelah mengetahui pengertian dari dua 
kata di atas, secara umum dapat diartikan bahwa tujuan hukum adalah arah atau sasaran yang hendak 
dicapai hukum dalam dalam mengatur masyarakat. Dalam banyak buku tentang Ilmu Hukum, 
pembahasan mengenai tujuan hukum sering dipisahkan dari pembahasan tentang fungsi hukum. 
Hal seperti ini menurut Achmad Ali kurang tepat, sebab bagaimana pun pertalian antara tujuan 
hukum dengan fungsi hukum adalah suatu pertalian yang sangat erat.Yang pertama-tama yang perlu 
diketahui, tentu saja adalah tujuan hukum, sebab hanya telah ditetapkannya apa yang menjadi tujuan 
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dari hukum itu, kita dapat menentukan pula fungsi yang harus dijalankan hukum agar dapat mencapai 
tujuannya.4 
Dari uraian tersebut dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana upaya dan 
peran aparat kepolisian dalam menanggulangi Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas 
Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur? 2) Apa kelemahan-kelemahan Kebijakan Hukum Terhadap 
Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur? 3) Bagaimanakah solusi kelemahan 
dari Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur? 
Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode 
penelitian yuridis sosiologis bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan primer (observasi dan penelitian langsung lapangan) dan juga pustaka (data sekunder) 
atau penelitian hukum perpustakaan5. Lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya. 
Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian 
terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum6 Pendekatan penelitian yang digunakan 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau 
biasa disebut penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu 
gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer 
peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui 
penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek 
penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data 
sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori 
untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data 
sekunder dalam penelitian ini meliputi : 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2) Bahan hukum sekunder berupa Buku-buku, dokumen 
hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Kebijakan Umum Terhadap Pelanggaran Lalu 
Lintas Oleh Anak; 3) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa 
Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (hand out) tentang tata cara penulisan karya 
ilmiah. 
Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang 
dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan Library Research (studi kepustakaan) 
yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan 
perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder. Juga 
menggunakan data primer untuk mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat dengan metode 
pengumpulan data melalui observasi (pengamatan) di lapangan, wawancara, dan kuesioner.  
                                                 
4 Achmad Ali,1997. Menguak Takbir Hukum, Grafindo persada, Jakarta, hal. 55 
5 Ediwarman, 2010, Monograf, Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, 
Medan, hal. 24 
6 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat Raja Grafindo Persada, 
Jakarta.hal. 13-14 
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Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan 
fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang 
didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang 
bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui kebijakan umum terhadap pelanggaran lalu 
lintas oleh anah dibawah umur. 
Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode 
analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak 
dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya 
analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai 
kejelasan masalah yang akan dibahas. 
PEMBAHASAN 
Upaya Dan Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran 
Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur  
Landasan hukum diskersi polisi adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskersi oleh 
kepolisian negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian semua pihak terlindung baik tugas 
polisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum peleksanaan kewenangan diskersi itu antara lain: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
Berdasarkan pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia itu Pasal 27 Undang-
Undang Dasar 1945 memberikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah pada 
setiap warga negaranya. Dan kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga 
negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sedangkan 
pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban bagi masyarakat. 
Menurut Barda Nawawi Arief: 
“Tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu pada 
umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah: 
a. Pemeliharaan tertib masyarakat 
b. Perlindungan warga masyarakat ari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat 
dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain 
c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum 
d. Memlihara atau mempertahankan integritas pandangan – pandangan dasar tertentu 
mengenai keadilan sosial, martabat manusia dan keadilan individu”7 
Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa apabila ada perkara-perkara yang 
tidak diproses adalah dalam rangka melindungi warga negara dai ancaman yang tidak 
menguntungkan bagi kehidupannya pada mas depan. 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Dalam hubungannya dengan wewenang diskersi kepolisian ini tidak dapat dilepaskan dari 
tugas pokok kepolisian. Karena dengan tugas pokok kepolisian yang bila dijabarkan mengandung 
makna yang sangat luas itu memerlukan kewenangan-kewenangan. Luasnya pemahaman fungsi 
dan tugas kepolisian itu bisa di tengarai dari dasar pertimbangan munculnya. Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui 
upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyrakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 
                                                 
7 Barda Nawawi Arif, 2006. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 6. 
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dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh 
masyarakat dengan menjujung tinggi hak asasi manusia. 
3. Ketetapan majelis Pemusyarakatan Rakyat Tahun 2000 
Dalam hubungannya polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara 
yang sebelumnya merupakan salah satu komponen dari Angkatan bersenjata Republik Indonesia 
(ABRI) yang bertugas menciptakan pertahanan, kemanan dan ketertiban masyarakat bangsa dan 
negara, kini sebagai salah satu tuntutan reformasi (dulu ABRI). Di samping itu pula sebagai akibat 
penggabungan polisi dan komponen TNI lainnya (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan 
Udara) dirasakan terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi antara keduanya 
yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia dimana TNI sebagai 
kekuatan pertahanan negara dan polisi sebagai keekuatan keamanan dan ketertiban. Oleh karena 
itu berdasarkan pertimbangan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 yang antara lain 
menyebutkan bahwa: 
4. Hukum tidak tertulis  
Menurut Satjipto Rahardjo, “Pekerjaan polisi sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan 
mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan 
orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan terhadap hukum bukankah pekerjaan 
mengadili juga.”8 Oleh karena itu sesungguhnya diskersi merupakam kelengkapan dari sistem 
pengaturan hukum itu sendiri.9 
Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah 
Polda Jawa Timur 
Berdasarkan studi kasus dilapangan kelemahan yang dialami oleh penegak hukum dalam 
menangani pelanggaran lalu lintas anak ada beberapa bagian yaitu: 
1. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat 
Situasi lalu lintas saat ini khususnya di kota besar diwarnai dengan mobilitias masyarakat 
yang cukup tinggi, pertambahan kendaraan cukup pesat namun kurang diimbangi dengan 
penambahan sarana dan prasarana jalan, selain itu masih rendahnya kesadaran hukum 
masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas adalah beberapa faktor yang mempengaruhi 
belum terwujudnya sistem perlalu lintasan yang aman, tertib dan lancar. 
2. Kurangnya Kemampuan dari Polisi 
Sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis 
penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparatpenyidik dengan kasus yang ditangani 
serta penyebaran jumlah penyidik).Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul 
dari aspek cultural yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, 
manipulatif, diskriminatif dan sebagainya. 
Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangannya masih menyisakan 
beragam permasalahn, seperti: 
a. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari produk zaman Belanda 
sehingga tidak mampu mengakomodir perkembangan yang ada, namun eksistensinya tetap 
dipertahankan. 
b. Masih ada perundang-undangan yang substansinya tidak jelas sehingga memunculkan 
multitafsir. 
                                                 
8 Darwan Prinst, 2014. Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 111. 
9 Satjipto Rahardjo, 2003. Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 11. 
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3. Kurangnya Sarana Prasarana Yang Mendukung 
Banyaknya sarana lalu lintas yang terpasang dijalan seperti lampu apill yang rusak sehingga 
tidak menyala maka dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, menimbulkan banyak masyarakat 
melakukan pelanggaran dan tidak ada yang mau mengalah. Rambu, plang dan aturan lalu lintas 
yang dibuat oleh polisi tidak sesuai isi Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan. 
Solusi Kelemahan Dari Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah 
Polda Jawa Timur 
Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi 
acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP 
disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah 
pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.10 Dari penjelasan 
mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud 
dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah: 
1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan keteritiban atau 
keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan. 
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi 
(SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya 
yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat 
memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa. 
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki 
surat izin mengemudi. 
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, 
penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggadungan dengan 
kendaraan lain. 
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada dijalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan 
yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas 
jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan. 
6. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan 
menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang 
7. Pelanggran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang 
ditentukan.11 
Inilah secara terinci yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentuterhadap lalu lintas 
jalan, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu 
lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.12 
Penyitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan Menurut KUHAP Pasal 38 ayat (1) dan (2): 
1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri 
setempat. 
                                                 
10 Setio Agus Samapto, 2009,Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP 
Dalam Perkara Lalu Lintas, STMIK AMIKOM, Yogyakarta, hlm. 5 
11 P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2013,Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan 
Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 467 
12 M.Yahya Harahap, 2005,Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 434 
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2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilaman penyidik harus segera berindak dan tidak 
mungkin untuk mendapat surat izin dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat 
melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada 
ketua pengadilan negeri setempat guna persetujuaanya.13 
SIMPULAN 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur 
yaitu sebagai berikut: 
a. Faktor keluarga: anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan 
orang tua/keluarga, semestinya mereka memberi pengawasan terhadap anak untuk tidak 
membawa kendaraan bermotor. 
b. Faktor pendidikan dan sekolah: sekolah memiliki peran yang sangat penting, sehingga 
seharusnya sekolah memberi batasan kepada si anak dan melarang membawa kendaraan ke 
sekolah. 
c. Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak: pergaulan dan lingkungan mempunyai pengaruh yang 
sangat besar terhadap anak karena semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya 
dengan anak nakal dan akan mendapatkan dampak yang buruk terhadap anak tersebut. 
2. Kelemahan-kelemahan yang di hadapi oleh kepolisian terkait dalam upaya penegakan hukum 
terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu lemahnya kesadaran masyarakatan akan pentingnya taat 
hukum berlalu lintas, kurangnya kemampuan kepolisian serta unit bidang pendukung yang tidak 
memadai. 
3. Solusi dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu 
lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu : 
a. Upaya awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran 
lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi 
penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah , agar mereka paham tentang berkendara 
baik dan benar. 
b. Upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak 
dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jerah 
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